
NOMOR: 47 

DERITA DAERAH KOTA CILEGON 

9 
tao 

TAHUN : 2018 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON 

NOMOR 47 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT UNTUK 

MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CILEGON, 

Menimbang bahwa Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada 

Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan sudah tidak 

sesuai dengan situasi dan kondisi pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, maka perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat untuk 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang... 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

1 1.  Keputusan Menteri Dalam Negeri No.138-270 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan; 

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91 ) ;  

13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan 

Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 

2014 Nomor 14); 

14. Peraturan . . .  
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14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 81 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2016 Nomor 81); 

15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 82 Tahun 2016 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2016 Nomor 82); 

16. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 060/Kep.20-ORB/2018 

ten tang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota 

di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Asisten 

Sekretaris Daerah III Bidang Administrasi Umum selaku 

Pelaksana Togas Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA CILEGON TENTANG PELIMPAHAN 

SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT UNTUK 

MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W ali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kota Cilegon. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud daiam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintahan . . .  
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah di wilayah Kota Cilegon. 

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian 

kewenangan dari Wali Kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota 

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah merupakan perangkat 

Kecamatan yang dibentuk untuk membantu tugas Camat. 

10 . Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada 

orang perseorangan atau badan hukum, untuk melakukan 

usaha atau kegiatan tertentu. 

1 1 .  Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian 

yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil 

pengamatan terkait dengan permasalahan sosial 

kemasyarakatan di wilayahnya. 

12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mencapai keserasian, keselerasan, keseimbangan, sinkronisasi 

dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal 

maupun horizontal. 

13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi 

pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan kinerja. 

14. Pengawasan . . .  
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14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja 

dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian 

hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah 

ditetapkan tersebut. 

15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan 

tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan 

sumber daya manusia. 

16. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, 

penentuan dan pelaksanaan. 

17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. 

18. Efisiensi adalah Kriteria pelimpahan urusan Pemerintahan 

dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat 

diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. 

19. Efektifitas adalah kriteria pelimpahan urusan Pemerintahan 

dengan memperhatikan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang dicapai dari penyelenggaraan suatu 

urusan Pemerintahan. 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Wall Kota ini mengatur mengenai: 

a. pelaksanaan urusan; 

b. kewenangan camat; 

c. keterkaitan; 

d. pelaporan, monitoring, evaluasi serta pembinaan; dan 

e. pembiayaan dan penerimaan. 

Pasal 3 

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada 

Camat adalah : 

a. melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara 

lebih efektif dan efisien; 

b. mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses 

bagi masyarakat untuk untuk memperoleh pelayanan; 

c. mempersempit rentang kendali dari Wali Kota kepada Lurah; 

dan 

d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas dan profesionalitas 

kinerja aparatur kecamatan. 

BAB ... 
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BAB II 

PELAKSANAAN URUSAN 

Pasal 4 

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan merupakan 

tanggungjawab Camat sebagai penerima kewenangan. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus disertai dengan sarana, prasarana, 

pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

(3) Dalam hal pertanggungjawaban pelimpahan kewenangan, 

Camat bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. 

BAB III 

KEWENANGAN CAMAT 

Pasal 5 

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota kepada 

Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan 

pemerintahan di bidang pelayanan publik. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi 

dan efektifitas. 

(3) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi aspek: 

a. perizinan; 

b. nonperizinan, sebagai berikut: 

1.  rekomendasi; 

2. koordinasi; 

3. pembinaan; 

4. pengawasan; 

5. fasilitasi; 

6. penetapan; 

7. penyelenggaraan; dan 

8. kewenangan lain yang dilimpahkan. 

(5) Rincian sebagian urusan pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yang dilimpahkan kepada Camat 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

BAB ... 
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BAB IV 

KETERKAITAN 

Pasal 6 

Keterkaitan antara Perangkat Daerah dan Camat adalah fungsi 

Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan 

bidang urusan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Wali 
Kota kepada Camat. 

BABV 

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN 

Pasal 7 

Camat menyampaikan laporan bulanan secara tertulis 

pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Wali Kota 

melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada 

Perangkat Daerah terkait setiap minggu pertama. 

Pasal 8 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian kewenangan 

yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Tim 

yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan 

kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani 

pelayanan publik. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan 

hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat setiap 6 

(enam) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Sekretaris 

Daerah. 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Kota 

untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang 

dilimpahkan kepada Camat setiap 1 (satu) tahun. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota. 

Pasal . . .  
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Pasal 9 

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan 

yang kewenangannya dilimpahkan kepada Camat wajib 

memberikan pembinaan dan bimbingan teknis yang 

dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 

menyampaikan hasil pembinaan kepada Wali Kota melalui 

Sekretaris Daerah. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN 

Bagian Kesatu 

Pembiayaan 

Pasal 10 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali 

Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Cilegon. 

Bagian Kedua 

Penerimaan 

Pasal 11  

(1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan 

menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut 

merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas 

daerah. 

(2) Tata cara pemungutan dan penyetoran penerimaan daerah 

sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Pada saat berlakunya Peraturan Wall Kota ini, maka Peraturan 

Wali Kota Cilegon Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan 

Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat untuk 

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal . . .  
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Pasal 13 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 
pada tanggal 5 Desember 2018 
Pit. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 

Diundan kan di Cilegon 
esember 2018 

"'' ETARIS D AE RA H  KOTA CILEGON, 
(=el 

SETOA �)> 
* I 
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4 E G  L� H KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 47 
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